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ABSTRAK

Di Indonesia pada saat ini, sistem peradilan tetap menjadi sarana utama penyelesaian kasus pidana.
Adalah harapan bahwa beberapa kasus dihindari tanpa melalui hukuman penjara atau menjadi sasaran
hukuman yudisial lainnya. Namun, dalam kasus-kasus aktual, strategi litigasi ini tidak selalu berhasil.
Dalam upaya penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan dan sanksi pidana, Restorative Justice
menekankan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan menyandingkannya dengan penegakan
hukum para pihak dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Penelitian empiris kualitatif paling tepat untuk menggambarkan penelitian ini. Jaksa Penuntut Umum
dalam penelitian ini merupakan sampel yang representatif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
Strategi pengambilan sampel dalam hal ini digunakan teknik "purposive sampling”. Teknik Data
dikumpulkan melalui metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek yang
bersangkutan, kemudian diolah melalui kata dan pencocokan fakta dan kaidah yang ada. Metode
kualitatif dan deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini.

Menurut hasil penelitian ini, penghentian tuntutan pidana berbasis restorative justice merupakan
mekanisme penyelesaian yang menekankan pada win-win solution bagi semua pihak yang terlibat, upaya
tersebut harus mengikutsertakan tersangka, korban, dan keluarganya, dan kemungkinan pihak lain yang
dianggap berkepentinga. Meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai mekanisme dan syarat-syarat
tertentu yang dapat diikuti dalam kasus ini, namun pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif terkendala oleh ketersediaan korban untuk memaafkan pelaku.
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ABSTRACT

In Indonesia today, the justice system remains the primary means of resolving criminal cases. It is
hoped that some cases are avoided without going through imprisonment or being subjected to other
judicial punishments. However, in actual cases, this litigation strategy does not always work. In an effort
to resolve criminal cases outside the justice system and criminal sanctions, Restorative Justice
emphasizes the agreement between the two parties and juxtaposes it with the law enforcement of the
parties by upholding the value of justice.

Qualitative empirical research is most appropriate to describe this research. The Public Prosecutor in

this study is a representative sample from the Banjar District Attorney's Office. The sampling strategy in
this case is used "purposive sampling” technique. Data techniques are collected through methods such as
observation, interviews, and documentation of the objects concerned, then processed through words and
matching existing facts and rules. Qualitative and descriptive methods were used to analyze the data
collected for the study.
According to the results of this study, the termination of criminal prosecution based on restorative justice
is a settlement mechanism that emphasizes a win-win solution for all parties involved, the effort must
include suspects, victims, and their families, and other possible parties who are considered important.
Although there are clear rules regarding certain mechanisms and conditions that can be followed in this
case, the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice is constrained by
the availability of victims to forgive the perpetrators.
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